BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Di era globalisasi pada saat sekarang ini, kebutuhan akan informasi dan teknologi sangat dibutuhkan untuk setiap orang maupun lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta. Kebutuhan akan informasi serta kemajuan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara lain. Perkembangan informasi dan kemajuan teknologi mutakhir sangat bermanfaat dan akan mampu mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
  Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, pembangunan nasional merupakan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk dapat menciptakan pembangunan nasional ke segala arah yang lebih baik, dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat  pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasional yang lebih baik maka dibutuhkan dana untuk menunjang pembangunan tersebut. Salah satunya adalah dari pajak dan yang dimaksud pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Pajak merupakan salah satu alat pemerintah dalam melakukan pembangunan. Iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah di kembalikan lagi kepada rakyat melalui pembuatan fasilitas-fasilitas umum, selain itu juga pajak merupakan alat pemersatu bangsa dan memberikan hidup kepada bangsa dan salah satunya adalah pajak reklame. Pajak reklame berasal dari semua jenis pemasangan dan penyelenggaraan reklame di daerah kota Bandung.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang objeknya meliputi: reklame papan/billboard/vidiotron/megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slade, dan reklame peragaan. Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana yang dimaksud di atas adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

Dengan berlakunya  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003, bahwa pajak reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2001. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2001 ini adalah mengatur tentang reklame yang meliputi objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak reklame, wilayah pemungutan, masa pajak, pajak terutang, dan surat pemberitahuan pajak daerah, penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, kadaluwarsa, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Tentang cara pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Prosedur adalah operasi tulis-menulis yang berurutan dan biasanya menyangkut beberapa orang dalam suatu atau beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi yang berulang-ulang. Prosedur dilakukan agar tidak terjadi kekacauan sistem dengan adanya prosedur dan taat prosedur tersebut diharapkan pengolahan dapat  berjalan lancar (tertib administrasi).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba memaparkan dalam bentuk laporan kuliah kerja praktek dengan judul “PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA SUB DINAS PAJAK PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan pelaksanaan kerja praktek diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tentang prosedur pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui formulir yang dipergunakan dalam prosedur pemungutan pajak reklame pada Sub Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan/penyetoran pajak-pajak daerah.
1.3 Kegunaan Kerja Praktek
Adapun kegunaan pelaksanaan kerja praktek adalah:

1. Bagi penulis sendiri sangat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman guna mengetahui lebih jauh mengenai prosedur pemungutan pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Sebagai bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, khususnya bagi pelaksanaan prosedur pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh di bangku kuliah serta melihat bagaimana dan sejauh mana ilmu pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam teori mata kuliah perpajakan.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi tempat penulis melakukan kerja praktek di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung, yang beralamat di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp (022) 4232338, ext: 237. Adapun waktu pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 17 Juli s.d 16 Agustus 2006.
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